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ABSTRAK

(A)Nama: Gabriella Samantha G.M (NIM: 205180068)

(B) Judul Skripsi: Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Memutus Perkara yang Sama (Studi Kasus: Putusan PTUN Pontianak Nomor
25/G/2020/PTUN.PTK  dan  Putusan = PTTUN  Jakarta =~ Nomor
106/B/2021/PT.TUN.JKT)

(C) Halaman: viii+96+lampiran

(D) Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sertifikat Hak atas Tanah

(E) Isi:
Pendaftaran tanah dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi para
pemegang hak atas tanah, oleh sebab itu Pemerintah mewajibkan untuk
melakukan pendaftaran tanah seperti yang terdapat dalam UUPA. Setelah
dilakukan pendaftaran tanah para pemegang hak atas tanah akan mendapatkan
sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Penerbitan sertifikat dilakukan oleh BPN
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan
terkait dengan sertifikat tanah, salah satunya adalah sertifikat hak atas tanah
yang tumpang tindih. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui
Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini dikarenakan
sertifikat hak atas tanah merupakan keputusan tata usaha negara yang
dikeluarkan oleh BPN sehingga PTUN berhak untuk mengadili sengteka atas
tanah. Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan
PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT merupakan contoh kasus
mengenai sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih sehingga menimbulkan
permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu mengenai apa yang menjadi
dasar pertimbangan hukum hakim PTUN Pontianak dan PTTUN Jakarta
sehingga terjadi perbedaan putusan dalam mengadili perkara sertifikat hak atas
tanah yang tumpang tindih dalam Putusan PTUN Pontianak Nomor
25/G/2020/PTUN.PTK  dan  Putusan = PTTUN  Jakarta =~ Nomor
106/B/2021/PT.TUN.JKT. Untuk meneliti permasalahan ini, Penulis
menggunakan metode penelitian normatif dan dengan hasil wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diketahui perbedaan
pertimbangan hukum yang terjadi dalam kasus ini didasarkan pada kekeliruan
hakim mengenai perhitungan tenggang waktu terkait dengan upaya
administratif yang dilakukan oleh PT Bumi Indah Raya sebagai pihak
Penggugat.

(F) Acuan: 35 (1977-2016).

(G) Pembimbing:
Dr. Rasji, S.H., M.H.

(H) Penulis:
Gabriella Samantha G.M.
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DAFTAR SINGKATAN

AUPB adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik

BPN adalah Badan Pertanahan Nasional

KTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara

MA adalah Mahkamah Agung

PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPT adalah Pejabat Pendaftaran Tanah

PT BIR adalah PT Bumi Indah Raya

PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara

PTTUN adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

SHM adalah Sertifikat Hak Milik

SHP adalah Sertifikat Hak Pakai

TUN adalah Tata Usaha Negara

uu adalah Undang-Undang

UUD NRI Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945

UUPA adalah Undang-Undang Pokok Agraria
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